
BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAITIMUR

NOMOR 57 TAHUN2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAANDANAGERAKANPEMBANGUNAN

DESA MANDIRITERPADU

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

bahwa untuk melaksanakan terwujudnya Gerakan

Pembangunan Desa Mandiri Terpadu yang merupakan

kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan program desa

membangun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan

pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan

infrastruktur desa, memajukan perekonomian desa, serta

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...



Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

ten tang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun

2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016-2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAL\l" :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

DANAGERAKANPEMBANGUNANDESA MANDIRITERPADU.

BAB I ...
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat

DPMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Timur.

6. Gerbang Desa Madu adalah Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu.

7. Dana Gerbang Desa Madu adalah bantuan keuangan kepada pemerintah desa

untuk digunakan dalam pembangunan ditingkat desa.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal2

Maksud pemberian Dana Gerbang Desa Madu kepada Desa adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Bagian ...



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal3

Tujuan Pemberian Dana Gerbang Desa Madu kepada Desa adalah untuk

mewujudkan terciptanya desa mandiri.

Pasal4

Prinsip penggunaan Dana Gerbang Desa Madu yaitu:

a. partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat

desa yang tercermin dalam proses pengusulan prioritas kegiatan melalui

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

b. swakelola: bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan mengutamakan

kemandirian desa dan melibatkan secara maksimal sumber daya manusia

yang ada di desa;

c. fokus dan tuntas: mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak

melalui analisis prioritas pembangunan desa yang secara langsung dapat

meningkatkan status desa serta kegiatannya dapat diselesaikan dalam 1

tahun anggaran; dan

d. akuntabilitas: bahwa penggunaan Dana Gerbang Desa Madu harus sesuai

peraturan terkait yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BABIII

AZASPENGELOLAAN

Pasa15

(1) Dana Gerbang Desa Madu merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan

keuangan Desa dalam APBDesa.

(3) Dana Gerbang Desa Madu dimasukkan dalam APB Desa pada pos

Pendapatan Transfer Kode Rekening Bantuan Keuangan dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

(4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,

partisifatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(5)Pengelolaan ...



(5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal31 Desember.

Pasal6

Kegiatful yang dibiayai oleh Dana Gerbang Desa Madu harus dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

BABIV

PENENTUANBESARANDANAGERBANGDESA MADU

Pasal 7

Besaran Dana Gerbang Desa Madu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal8

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran Dana

Gerbang Desa Madu sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa Dana

Gerbang Desa Madu akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam

APBD

(2) Sisa Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

BABV

PENGELOLAANDANAGERBANGDESA MADU

Pasal9

Dana Gerbang Desa Madu dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal10

(1) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu merupakan tanggung jawab Kepala

Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu meliputi tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan ...



c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

(3) Pengelolaan Dana Desa Gerbang Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BABVI

MEKANISMEPENYALURANDANPENCAIRAN,PENGGUNAAN,

PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN,DANPELAPORAN

Bagian Pertama

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 11

(1) Dana Gerbang Desa Madu disalurkan oleh BPKADmelalui transfer dari Bank

Pembangunan Daerah Kaltimtara ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Gerbang Desa Madu

kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kutai Timur dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

(4) Pengajuan Dana Gerbang Desa Madu dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah

dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa.

(5) Pengajuan Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan sesuai kelengkapan

berkas persyaratan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa tentang APB Desa;

b. surat permohonan pencairan dari kepala Desa;

c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa Desa

Gerbang Madu dari Kepala Desa bermaterai cukup; dan

d. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.

6. Atas ...
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(6) Atas dasar Permohonan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat serta hasil

pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya

DPMPDesakan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada

BPKAD.

(7) Kepala BPKADmenerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran pencairan Dana

Gerbang Desa Madu dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal12

(1) Dana Gerbang Desa Madu digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70 % (tujuh perseratus) digunakan untuk menandai

pembangunan pelayanan dasar akan aksesbilitas desa; dan

b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana tranportasi antara lain jalan pemukinan, jalan poros desa,

jembatan desa, dan gorong-gorong;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana energi antara lain pembangkit listrik dan jaringan distribusi

tenaga listrik;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana kesehatan antara lain air bersih berskala desa;

d. perluasan jaringan air Bersih untuk desa yang sudah ada Sistem

Penyediaan Air Minum Pedesaan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat; dan

e. penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal13

Pengadaan barang darr/ atau jasa di Desa yang bersumber dari Dana Gerbang

Desa Madu mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/iJasa di Desa yang

telah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...



Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan

(2) Pengeluaran Dana Gerbang Desa Madu dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

dokumen sebagai berikut:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu kas umum; dan

c. pendukung yang sah Zsurat pertanggungjawaban.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal15

(1) Pertanggungjawaban Dana Gerbang Desa Madu terintegrasi dengan

Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya

adalah pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Apabila terdapat sisa Dana Gerbang Desa Madu yang belum dibelanjakan,

maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDesai APBDesa Perubahan

dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

(3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus

dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlab dana yang belum

dibelanjakan.

Pasal 16

Bentuk Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana

Gerbang Desa Madu adalab:

a. Laporan Semester Pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan

Dana Gerbang Desa Madu Semester Pertama yang merupakan bagian laporan

Pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan Dana Gerbang

Desa Madu dan realisasi belanja Dana Gerbang Desa Madu; dan

b. Laporan Akhir Tabun yaitu laporan dari penggunaan Dana Gerbang Desa

Madu yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,

Masalah ...



masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir

penggunaan dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan

bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir

tahun anggaran.

BAB VII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal18

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu

dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

1. Sekretaris Daerah

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa

1. Kepala Seksi Penataan, Perkembangan dan

Administrasi Desa

2. Kepala Seksi Kerjasama dan Peningkatan

Kapasitas Aparatur Desa

(3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PembinajPenasehat

Ketua

Sekretaris

Anggota

meliputi:

a. merumuskan dan membuat peraturan tentang tata cara pengalokasian

Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa;

b. menghitung dan menetapkan besaran Dana Gerbang Desa Madu untuk

setiap Desa;

c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan

pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu; dan

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Gerbang Desa

Madu untuk Desa.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan

Pasal19

(1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu

untuk Desa, di tingkat Kecarnatan dibentuk Tim Pendarnping Tingkat

Kecarnatan yang ditetapkan dengan Keputusan Carnat.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

Penanggungjawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

Carnat

Sekretaris Camat

Kepala Seksi Pemerintah Desa

Staf Kecarnatan

(3) Biaya Operasinal Tim Pendarnping Kecarnatan dibebankan kepada anggaran

kecarnatan.

(4) Tugas Tim Pendarnping Kecarnatan adalah sebagai berikut:

a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu;

b. melaksanakan kegiatan pendarnpingan, monitoring dan evaluasi mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan

Dana Gerbang Desa Madu sesuai ketentuan;

c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati

melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa.dan melaporkan

kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan

e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan

administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun

kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan Dana

Gerbang Desa Madu.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal20

(1) Pengawasan terhadap Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa dilakukan

melalui:

a. pengawasan ...



- 11 -

a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa; dan

b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Pengawasan Struktural dilakukan oleh Camat dan DPMDes.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2020

UR,
r

SMIDI:3N:
Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARISDAERAH

ATENKUTAITIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 57


